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Abstrak

AbiPradua

Peran Dewan Komisaris PT Timah Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan
Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan

(PHK) Bagi Karyawan PT Timah Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas

Skripsi. FakultasHukum. 2017

Kata kunci: Peran Dewan Komisaris, Tugas Pengawasan, Pemutusan Hubungan
Ketenagakerjaan (PHK)

Tugas pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris menjadikan segala
pelaksanaan pengawasannya diberikantindakan yang dapa tdijalankan berdasarkan
Aturan Dasar dari perusahaan yang membentuknya dengan mengacuh pada
ketentuan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan
juga tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Yang
menjadi rumusan masalah dalam permasalahan yang hendak diangkat yaitu,
bagaimana peran Dewan Komisaris PT Timah dalam menjalankan tugas
pengawasan terhadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) bagi
karyawan PT Timah dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dewan
Komisaris PT Timah terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam
menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi terhadap kasus
Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) bagikaryawan PT Timah tbk.
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dewan Komisaris PT
Timah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus PHK dan
mengetahui bentuk pertanggung jawaban Dewan Komisaris terhadap Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap
Dewan Direksiter hadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) PT
Timah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat
yuridisempiris dengan analisis data yang dilakukan cara deksriptifkualitatif.
Bentuk pertanggung jawaban Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) dari tugas pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan
pelaporan setiap tahunnya dengan muatan pelaporan dari keseluruhan kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhitung 1 (satu) tahun
terakhir.
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Abstract

AbiPradua

The Role of Board of PT Timah in Running Sepervision Againts the case of
Termination of Employment Relationship for Employees of PT Timah Reviewed

in the law Number 40 0f 2007 concerning Limited Liability companies

Essay. Faculty of Law. 2017

Keywords: Role of the Board of Commissioner, Supervisory, Cessation of
Employment Relations (PHK)

Board of Commissioner Role in a company has the functions and tasks directly
regulated by legislation. Either national legislation or the internal rules of the
company itself. Board of Commissioner Supervision implementation must be
based on the company basic rules, which refer to the above regulation i.e. Act No.
40 of 2007 On Limited Company. Cessation of Employment Relations (PHK) for
troubled employees also subject to Board of Commissioner Supervision. By
providing input and advice to the other company organs such as Board of
Directors related to worker layoffs. The issues covered are how the PT Timah
Board of Commissioner Role in supervising Cessation of Employment Relations
(PHK) to PT Timah employee is dan what form of PT Timah Board of
Commissioner Responsibility in the General Meeting of Shareholders (RUPS) in
supervising Cessation of Employment Relations (PHK) to PT TimahTbk. employee
is. The purpose of this research is to determine PT Timah Board of Commissioner
Role in supervising Cessation of Employment Relations (PHK) to PT Timah
employee and find out form of PT Timah Board of Commissioner Responsibility in
the General Meeting of Shareholders (RUPS) in supervising Board of Director on
Cessation of Employment Relations (PHK) to PT Timah employee. The method
used in this research is the juridical empirical legal research methods with the
descriptive qualitative data analysis. Form of PT Timah Board of Commissioner
Responsibility in the General Meeting of Shareholders (RUPS) is by reporting
annually, holding a meeting attended by all of company organs with overall
supervisory activities carried out by the Board of Commissioner report in last (1)
one year.
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